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BUPATI TASIKMALAYA 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 11 TAHUN 2013 

TENTANG 

SISTEM DAN PROSEDUR PENGANGGARAN PEMERINTAH 
KABUPATEN ASIKMALAYA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI T IKM AYA, 

bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan m genai 
administrasi pengelolaan keuangan sebagaimana diatu dalam 
Pasal 330 Peratu Me teri Dalam Negeri Nomor 13 Tah n 2006 
te tang Pedoman Penge laan Keuangan Daerah, perlu 
menetapkan Peraturan Bu pati Tasikm aya ten tang Sist m dan 
Prosedur Penganggaran Pemerintah Kabupaten as 'km laya; 

1. Undang-Undang 0 0 28 T 1999 ten tang 
enyelenggaraan Negara Beba Korupsi, 

Kolu . dan epo 'sme (Le epu Ii I . donesia 
Tah 99 0 or 75, ar g a epublik 
ndonesia N 0 385 1); 

2. or 17 Tah 2003 t ntang euangan 
egar eg "bl"k Tahun 2003 

Nomor 47 , Tambah Lembaran egara Re ublik Indonesia 
mor 4286 ; 

3 . Undang-Un ang N 0 1 Tahun 2 04 te tang Perbenda­
hara Negara Le baran N gara Republi In 0 esia Tahun 
2004 Nomor 5, Ta bahan Lembaran Negara Republik 
Indone ia No 0 4 5) ; 

4. Undang-Undana 0 Tahun 2 04 en tang Pemeriksaan 
P nge olaan dan Tan u ngjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negar Republik In onesia Tabun 2 04 Nomor 66, Tambaban 
Lembaran egara pu lik I 0 esia Nomor 4400) ; 

5. Undang-Undang No or 32 Tabun 2004 ten tang Pemerintaban 
Daerah (Lembaran egara Republik Indonesia Tabun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 NonlOr 59, Tam.bahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4844); 
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6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ten tang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5233); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 ten tang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

egara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

9. Peratu an Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 ten tang 
Pinjaman Dae ah Len baran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia N mor 4574); 

10. Peraturan Pemerin ah Nomor 55 tahun 2005 ten tang Dana 
Perimbangan (Lemb an Ne ara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembar Negara epublik 
Indonesia Nomor 4575); 

11. Peraturan e erintah N mor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 
kepada Daerah (Le bar Negara Rep bl"k Indonesia Tahun 
2005 omor 1 9 , b baran Negara Republik 
ndones' omor 577); 

12. ratur Peme 'ntah 0 or 58 Tahun 2005 ten tang 
Pen el laan Keuan an Daerah (Lemb Negara Republik 
Indone ia Tahun 20 5 Nomo 140, T bahan Lembaran 
Negara epublik Indonesia Nomor 4578); 

13. Peraturan Pemeri tah Nomor 79 Tahun 2005 ten tang 
P doman Pe na d Peng wasan Penyelenggaraan 
Pem rintahan aerah (Le baran Negara epublik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Re u lik In onesia omor 4 ); 

14. Per turan Pemerin tah No r 8 ah n 2006 ten tang 
Pe por Keuangan 
(Lembar ara 
Nomor 25, Tam ah 
Nomor 4614); 

da Ki erja Instansi Pemerintah 
Re ublik ndonesia Tahun 2006 
Le aran Negara Republik Indonesia 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 ten tang 
Pengelolaan Uang NegarajDaerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ten tang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah 
diubah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 
ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

19. Peratu an Daerah Kabu pa ten Ta sikmalaya Nomor 4 Tahun 
2008 en ang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 
2008 n tang Uru an Pemerintahan Daerah Kabu paten 
Tasikmalaya; 

MEMUT SKAN: 

PE TURAN B PATI TASIK ALAYA TENTANG SISTEM DAN 
PR SEDUR P NOA GOA N PEMERINTAH KABUPATEN 
TAS MA YA. 

A I 
KETE TUA UMUM 

P s I 

Dalam Pera tu ran B p . in i y g s 
1. Daerah adalah Daerah Ka bupaten Tasik mala a. 
2. Pemerin tah Daerah adalah up f Ta ikmalaya dan perangkat Daerah 

Kabu paten Ta ikmalaya. 
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah satuan kerja perangkat daerah di 

lingkungan Pemerintah Ka b paten Ta ikmala a. 
4. Sistem dan ros du Penganggaran adalah angkah-Ian kah dan tahapan-

tahapan dalam peny su an Angg'lr Pe d pat dan Belanja Daerah di 
lingkungan Pemerint Ka aten asikmal ya. 

AB 
RUANO INOKUP 

Pasa12 

Sistem dan Prosedur Penganggaran Kabupaten Tasikmalaya meliputi : 
a. tata cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); 
b. tata cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan; 
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c. tata cara Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (DPA-SKPD) . 

BABIII 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal3 

Maksud penyusunan Sistem dan Prosedur Penganggaran ini adalah untuk 
mengatur langkah-langkah dan prosedur dalam rangka meningkatkan kualitas 
pengelolaan keuangan daerah yang baik. 

Pasal4 

Tujuan penyusun Sistem dan Prosedur Penganggaran ini adalah untuk 
memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan 
perundang-undangan. 

BABIV 
SISTEM DAN PROSEDUR PENGANGGARAN 

P sal 5 

Sistem dan Prosedur Penganggaran se aimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri 
dari: 
a. penyu sunan KUA PPAS; 
b. penyiapan Pedoman Penyu u nan Ren ana KeIja Anggaran (RKA) dan Rencana 

KeIja Anggaran Peru bahan (RKAP); 
c. penyu sunan ncana Ke ja A gg KA dan Rencana KeIja Anggaran 

Peru bahan P) K m n 
d. penyiapan Rancan eraturan aer APBD; 
e. pem ahasan Ran gan e tu an ae ah PB dan Penyusunan 

Rancangan era u an Bp i en g Pe ja aran A 
f. evalu si Rancangan Peraturan a rah APB dan R angan Peraturan 

Bupati ten tang Pen'a APBD; 
g. penetapan Pera uran Daer AP d Pera u an Bupati ten tang Penjabaran 

APBD; 
h. Penyusunan Dokum n Pelaks aan Anggaran (DPA) Satu 

Daerah; 
i. pergeseran an aran. 

Pa a16 

Kerja Perangkat 

Rincian dan / atau urai mengenai Sist m 
sebagaimana dimaksud dalam a 5 e can 

dan Prosedur penganggaran 
dalam Lampiran sebagai bagian 

yang tidak terpisahkan dari Peraturan upati ini. 

BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal9 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

Diundangkan di Singapama 
pada tanggal 15 M ei 2013 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN TASIK LAYA 

IfYJe H. DU1 ODIR 
NIP. 196 11217 '198305 100 1 

BERITA DAERAH KAB P EN 

Ditetapkan di Singaparna 
pada tanggal 14 ei 2013 

t BUPATI TASIKMALAYA, 

~UU RUZHANUL ULUM 

IK AL YA HU 3 NOM OR 


